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Salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat? adalah keterbukaan Informasi publik. Hak
memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai warga
negara untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan,
efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga
keterbukaan‘informasi menjadi sarana dalam optimalisasi pengawasan publik
terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu

yang berakibat pada kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU
KIP) telah mewajibkan setiap badan publik termasuk desa untuk menyediakan,
memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah
kewenangannya, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.?
Keterbukaan informasi publik di desa juga dimaksudkan agar adanya partisipasi dan

akuntabilitas publik dalam setiap rencana pembuatan kebijakan publik, program

1 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.
2 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan
rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar. Ketentuan ini mencerminkan bahwa UUD
1945 menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang
dasar atau “constitusional democracy”, dalam Jimly Asshiddigie. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara
Indonesia Pasca Reformasi. 2007.Jakarta: Bhuana limu Populer. him. 149.
3 Berdasarkan ketentuan Pada 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik,
yakni:

a. informasi yang dapat membahayakan negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha

tidak sehat;

c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau

e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.






